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Abstrak
 

Notaris memperoleh kewenangan dari Negara secara atribusi yang diwujudkan dalam undang-undang yaitu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya pada Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat

akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum

atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian

tanggalnya, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan

akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang.

Salah satu fungsi dari Akta Autentik adalah untuk digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah sengketa

hukum agar membantu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan

untuk kepentingan pembuktian bagi pihak yang berkepentingan dalam akta. Oleh sebab itu apabila Notaris

dalam jabatannya melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang yang

mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam hal pembuatan Akta Autentik dapat

dikenakan sanksi. Terlebih lagi apabila pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana seperti

pemalsuan, maka Notaris yang bersangkutan bisa saja dijerat dengan sanksi pidana. Dalam hukum pidana

pemalsuan terhadap Akta Autentik lebih berat hukumannya daripada surat-surat biasa, hal ini dikarenakan

Akta Autentik dinilai mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya atau karena Akta 

Autentik  mempunyai  tingkat  kebenaran  lebih  tinggi  daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya,

sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya.

<hr><i>The Notaries obtain an authority from the law, that is based on Law Number 30 of 2004 about

Notary Position and also it's amendments to Law No. 2 of 2014. The Notary is an official to make an

authentic deed about all deeds, agreements and stipulations required by the Regulations or by interested

parties are required to be made into authentic deed, make sure an approval date, keep the deed and provided

Grosse, copies and quotations, all as long as in the regulations are not also assigned or excluded to another

officers or other person. One of the functions of the Authentic Deed is to help recall some events if there is a

legal dispute to be used as an evidence, so that it can be used by the interested parties in the deed. Therefore,

if the notary did an act of abuse the authority or did an arbitrary action, so that notary can be sentenced. And

if the action violates the criminal act such as a forgery, then that notary may be included as a subject of a

criminal sanction. In the criminal law, a falsification of authentic deed have more severe punishment than

the ordinary letters, this is because the content of an authentic deed have a higher level of truth and validated

more than an ordinary letter or other letters, so it is a necessary to increase the criminal maximum

punishment.</i>
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